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BPK RI Beri Opini WTP Terhadap LK Pemprov Jabar TA 2011
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2011. BPK menilai bahwa  Neraca Pemprov Jabar per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dalam semua hal yang material, telah  disajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memenuhi kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Demikian antara lain dikatakan Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jabar TA 2011.  LHP BPK atas LKPD Provinsi Jabar tersebut disampaikan Kalan Provinsi Jabar BPK RI  kepada Ketua DPRD Provinsi Jabar Irfan Suryanagara dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada Senin (28/05).

Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tersebut, Kalan menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan pada Februari - Mei  2012, BPK menilai bahwa Pemprov telah melaksanakan perbaikan-perbaikan, sesuai rekomendasi  BPK pada LHP BPK Tahun 2010, yang berpengaruh signifikan pada tingkat kewajaran penyajian LK Pemerintah Provinsi Jabar TA 2011. Perbaikan tersebut di antaranya adalah melakukan inventarisasi dan penelusuran piutang pajak dan retribusi, melakukan stock opname atas seluruh persediaan yang dimiliki, menyajikan aset tetap dengan nilai wajar,  menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya,  memastikan keberadaan aset yang dicatat, serta memastikan semua aset yang ada telah tercatat. 

Menurut Kalan Provinsi Jabar BPK RI, salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dapat menjamin kecermatan, keakuratan dan kebenaran penyajian adalah penyempurnaan  sistem penatausahaan aset daerah, yaitu Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (Atisisbada). Atisisbada, selain berisi beragam informasi aset daerah, juga bisa dikaitkan dengan aplikasi google map sehingga lokasi detil aset daerah itu bisa langsung disajikan.

Meski demikian, Kalan Provinsi Jabar mengingatkan, opini WTP bukan berarti bahwa penyajian laporan keuangan telah sepenuhnya benar dan bebas dari permasalahan. Opini yang diberikan hanya terpusat pada aspek keuangan dan tidak pada aspek hukum apalagi aspek politis. “Opini WTP hanya menggambarkan bahwa berdasarkan sample yang diambil pada saat pemeriksaan, penyajian LK Pemprov Jabar TA 2011 bebas dari salah saji yang sifatnya material,” katanya. 

Kalan menjelaskan, dalam pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jabar TA 2011, BPK masih menemukan adanya permasalahan-permasalahan. “Meski demikian,” kata Kalan Provinsi Jabar BPK RI, “permasalahan-permasalahan tersebut tidak  terkait secara material terhadap LKPD yang dapat menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini.”

Beberapa permasalahan yang ditemukan BPK selama pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jabar TA 2011 antara lain adalah:  Terdapat aset tanah senilai Rp33.043.551.610,00 milik Pemprov yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Ada pula aset tetap minimal senilai Rp1.724.362.503,00 masih tercatat di Neraca Pemprov Jabar, padahal sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan konstruksi jalan  pada pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan di Dinas Bina Marga Provinsi Jabar.

Permasalahan-permasalahan yang juga ditemukan selama pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2011 adalah hasil pengadaan yang belum dapat dimanfaatkan  pada Rumah Sakit Paru Sidawangi dan Badan Kepegawaian Daerah,  serta  penetapan pajak air permukaan atas PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa – Bali belum berdasarkan data yang akurat.

Kalan Provinsi Jabar BPK RI menjelaskan, untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya, Pemprov Jabar harus mewujudkan siklus input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik secara terpadu dan berkesinambungan, sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. “Pondasi ini dapat ditanamkan dengan kokoh apabila ada komitmen yang kuat serta  hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak,” kata Kalan Provinsi Jabar BPK RI.
LHP BPK RI  sendiri dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan  LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.  
Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.
Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse).
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